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INDUSTRI & PERDAGANGAN

PAMERAN IFMAC & WOODMAC 2025 : Kiri ke kanan. Managing Director & Vice President Asia-Pacific Koelnmesse Mr.
Mathias Kuepper, Secretary General of CNFMA (China National Forestry Machinery Association) Mr. Wei Jian, Deputi Bidang
Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi kreatif Mrs.Yuke Sri Rahayu, S.Sos,M.A, Director
of PT. Wahana Kemalaniaga Makmur Mrs. Rini Sumardi meninjau salah satu booth di ajang Pameran Komponen Manufaktur
Furnitur Internasional dan Pameran Mesin Pengerjaan Kayu (IFMAC WOODMAC 2025), di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Rabu
(24/9).IFMAC WOODMAC ke-12, yang berlangsung hingga 27 September 2025, menghadirkan lebih dari 400 perusahaan
peserta pameran dari 23 negara dan menampilkan teknologi dan solusi mutakhir di seluruh rantai nilai pertukangan kayu,
mulai dari teknologi kehutanan hingga furnitur jadi. 
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Kepala BGN, Dadan
Hindayana, menyampai-
kan bahwa hingga saat ini
jumlah SPPG yang telah
beroperasi mencapai 5.885
unit. Jumlah tersebut terse-
bar di 38 provinsi, 510 kabu-
paten, dan 7.200 kecama-
tan. Selain itu, terdapat
hampir 19.000 SPPG yang
tengah dalam tahap veri-
fikasi.

“Jadi 5.885 ditambah
19.000 itu kurang lebih ada
sekitar 24.000 SPPG,” jelas
Dadan. Dadan menambah-
kan, keberadaan SPPG di
seluruh wilayah diharapkan
tidak hanya mampu me-
ningkatkan kualitas gizi
anak-anak Indonesia, tetapi
juga memperkuat sumber
daya manusia (SDM) masa
depan dan menggerakkan
ekonomi lokal melalui ran-
tai pasok bahan pangan.

Sementara itu, Wakil
Kepala BGN, Sony Sonjaya,
menerangkan bahwa rumor
adanya SPPG fiktif muncul
karena di sejumlah lokasi
terdapat spanduk pemban-
gunan SPPG yang fisiknya
belum terwujud. Namun, ia
menekankan, sistem veri-
fikasi yang diterapkan san-
gat ketat.

“SPPG harus melewati
10 tahapan mulai dari pen-
daftaran, pembangunan,
survei lapangan, penentuan

kelayakan, hingga pembu-
atan akun virtual sebelum
dana MBG bisa dicairkan,”
jelas Sony.

Sony menambahkan
mekanisme pencairan ang-
garan pun dilakukan de-
ngan pengawasan berlapis.
Dana hanya dapat diguna-
kan jika diusulkan yayasan
sebagai masker dan disetu-
jui Kepala SPPG sebagai ap-
prover, sesuai kebutuhan
serta harga pasar yang ber-
laku.

“Dengan demikian, bila
ada bangunan SPPG tetapi
tidak ada Kepala SPPG atau
tidak ada PIC yayasan, ma-
ka tidak akan ada virtual ac-
count. Oleh karena itu, tidak
akan ada SPPG fiktif,” tegas-
nya.

Dukungan terhadap im-
plementasi MBG juga da-
tang dari pemerintah daer-
ah. Wakil Ketua II DPRD
Kotawaringin Barat (Kobar),
Sri Lestari, menegaskan se-
tiap SPPG ditargetkan
mampu memproduksi ma-
kanan bergizi untuk sekitar
3.000 siswa per hari, dengan
distribusi dalam radius 6
kilometer.

“Kami berharap ke de-
pan ada penyesuaian kebi-
jakan agar program MBG
bisa berjalan lebih efektif se-
suai kondisi geografis
Kobar,” jelas Sony.

Selain itu,  Program
MBG dapat memberdaya-

kan pelaku usaha mikro, ke-
cil, dan menengah (UM-
KM). Program ini terbukti
memberikan manfaat lang-
sung bagi masyarakat, serta
membuka peluang besar
bagi UMKM lokal untuk naik
kelas dan menembus pasar
regional.

Menteri UMKM, Ma-
man Abdurrahman men-
gatakan pihaknya men-
dorong lebih banyak pen-
gusaha UMKM terlibat
dalam rantai pasok program
MBG yang dicanangkan
Presiden Prabowo Subian-
to.

“Sampai saat ini pro-
gram MBG terbukti mem-
berikan efek dan manfaat
yang luar biasa bagi rakyat
Indonesia,” kata Maman.

Maman menuturkan,
pengusaha UMKM yang ter-
libat dalam ekosistem MBG
telah menerima banyak
manfaat. UMKM yang terli-
bat dalam MBG mampu
menyuplai bahan pangan
dalam jumlah lebih banyak
ke dapur Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG),
bahkan bisa mencapai 1 ton
sayuran untuk MBG.

“Ibu-ibu usaha mikro
awalnya cuma dua orang,
sekarang jadi 100 orang.
Semula suplai hanya ke
Tangerang Selatan, seka-
rang sudah sampai ke Bo-
gor,” kata Maman.

Maman pun pernah
mengatakan, UMKM me-
miliki posisi sangat strategis
dalam mendukung pro-
gram MBG, yang meru-
pakan program prioritas na-
sional dalam mewujudkan
generasi Indonesia yang se-
hat dan unggul. 

Dalam konteks ini, Ma-
man menyebut, keterli-
batan UMKM terjadi di tiga
titik utama yaitu pemasok
bahan baku di sisi hulu,
penyedia jasa boga SPPG di
sisi dapur, dan pengolah

limbah makanan di sisi hilir.
Menurut data Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun 2023,
Maman melanjutkan, ada
sekitar 29,3 juta pengusaha
UMKM di sektor pangan
yang bisa berperan sebagai
pemasok bahan baku. 

Sebelumnya, Kemen-
terian Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM)
melalui Deputi Bidang
Usaha Mikro memfasitasi 18
pengusaha mikro terkurasi
untuk bertemu para Kepala
SPPG.

Deputi Bidang Usaha
Mikro Kementerian UMKM
Riza Damanik dalam acara
bertajuk Temu Mitra: Per-
luasan Keterlibatan UMKM
dalam Program MBG
(Makan Bergizi Gratis) me-
negaskan upaya ini menja-
di langkah konkret perlu-
asan keterlibatan UMKM
dalam rantai pasok program
Makan Bergizi Gratis (MBG)
yang diharapkan mampu
mendorong UMKM naik ke-
las.

“UMKM memiliki posisi
strategis dalam mendukung
keberhasilan program MBG
sebagai bagian dari upaya
mencetak generasi Indo-
nesia yang sehat dan ung-
gul,” kata Riza Damanik.

Riza Damanik menje-
laskan melalui program ini,
UMKM akan terlibat di tiga
titik utama ekosistem MBG,
yakni sebagai pemasok ba-
han baku (hulu), penyedia
jasa boga di dapur SPPG (da-
pur), serta pengelola limbah
makanan (hilir). 

“UMKM harus meman-
faatkan peluang ekonomi
MBG dengan terus menjaga
kualitas produk dan me-
ningkatkan manajemen us-
ahanya,” ungkap Riza.

Lebih jauh, Kemente-
rian UMKM juga mene-
gaskan komitmennya me-
lalui empat pilar dukungan
utama. gro,fb

BGN Terapkan Verifikasi SPPG
untuk Jaga Mutu MBG

NERACA/Widi Suparwedi
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Jakarta - Program stra-
tegis Kementerian Kelau-
tan dan Perikanan (KKP)
yaitu revitalisasi tambak di
pantai utara (Pantura) Jawa
Barat kini memasuki tahap
konsultasi publik penyu-
sunan kajian Analisis Me-
ngenai Dampak Lingku-
ngan (Amdal). Tahap awal
program akan difokuskan
di Kabupaten Karawang,
sementara persiapan tek-
nis tengah berjalan. Kon-
sultasi publik penting un-
tuk memastikan setiap as-
pek lingkungan hidup di-
perhitungkan sejak awal
perencanaan.

“Amdal sangat penting
dilakukan untuk menge-
tahui potensi dampak ling-
kungan yang muncul, se-
hingga antisipasi dapat di-
tentukan sejak awal. Ini se-
jalan dengan arahan Men-
teri Kelautan dan Peri-
kanan mengenai kebijakan
ekonomi biru harus me-
mastikan keberlanjutan
ekosistem laut sebagai
sumber pangan, sekaligus
mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional,” ujar Di-
rektur Jenderal Perikanan
Budi Daya, Tb Haeru Ra-
hayu atau biasa disapa
Tebe.

Lebih lanjut, Tebe
menjelaskan bahwa pro-
gram revitalisasi ini tidak
hanya menekankan aspek
produksi, tetapi juga prin-
sip keberlanjutan lingkun-
gan. Pembangunan insta-

lasi pengolahan air limbah
(IPAL), kawasan penghi-
jauan, serta sistem budi-
daya ramah lingkungan
menjadi bagian tak ter-
pisahkan dari program ini.

“Melalui kajian amdal
ini, pemerintah dapat me-
nyusun langkah-langkah
antisipatif atau alternatif
meminimalkan dampak
lingkungan yang mungkin
timbul,” jelas Tebe.

Saluran Aspirasi Publik
Konsultasi publik di-

laksanakan untuk menjar-
ing masukan masyarakat
mengenai potensi dam-
pak, baik positif maupun
negatif dari program revi-
talisasi. Konsultasi publik
dihadiri oleh masyarakat
sekaligus tokoh-tokoh se-
tempat.

“Misalnya, ada ke-
khawatiran terkait intrusi
air laut, penurunan per-
mukaan air laut. Semua
masukan ini akan di-
pertimbangkan dalam pe-
nyusunan dokumen amdal
agar risiko dapat diantisi-
pasi sejak dini,” kata Di-
rektur Ikan Air Laut KKP,
Ikhsan Kamil.

Sementara itu, Kepala
Kelompok Kerja Sistem
Kajian Dampak Ling-
kungan Kementerian Ling-
kungan Hidup, Heri Suba-
nul Hoer, menekankan
bahwa konsultasi publik
merupakan upaya untuk
memastikan penyusunan
Amdal dilakukan secara
transparan dan partisipatif.

Menurutnya, keterlibatan
berbagai pihak terkait hasil
studi AMDAL dapat men-
jadi pijakan kuat untuk
memastikan pembangu-
nan yang berkelanjutan
dan berpihak kepada ma-
syarakat.

Sebagai informasi, pro-
gram Revitalisasi Tambak
Pantura Jawa menargetkan
peningkatan produktivitas
dari 0,6 ton/hektar (ha)/-
tahun menjadi 144 ton-
/ha/tahun, dengan total
produksi mencapai 1,18 ju-
ta ton per tahun dan nilai
ekonomi sekitar Rp28,2
triliun. Selain itu, program
ini diproyeksikan dapat
membuka sekitar 132.000
lapangan kerja baru di sek-
tor hulu maupun hilir.

Lebioh lanjut, program
revitalisasi tambak juga
mendapat dukungan dari
Anggota DPRD Kabupaten
Karawang, Rosmilah. 

“Asalkan program revi-
talisasi tambak Pantura ini
tidak merugikan masya-
rakat. Masyarakat sudah
bertahun-tahun menetap
di Desa Sedari ini dan sam-
pai saat ini masyarakat
mampu memenuhi kebu-
tuhan sehari-hari, keluar-
ganya,” katanya.

Petambak di Desa Se-
dari, Sentani, juga ikut
mendukung program revi-
talisasi tambak Pantura.
Pemilihan ikan nila salin
pun dinilainya tepat kare-
na komoditas tersebut me-
miliki prospek pasar dan
harga yang cukup baik. Ter-

lebih kondisi perairan Desa
Sedari yang teraliri air sun-
gai dan laut sangat cocok
untuk pengembangan bu-
di daya payau. Selain itu,
tingginya angka pengang-
guran di Desa Sedari saat
ini akan dapat berkurang
dengan adanya program
revitalisasi tambak Pantura
yang akan banyak menyer-
ap tenaga kerja lokal.

Sebelumnya Menteri
Kelautan dan Perikanan
Sakti Wahyu Trenggono
bersama Menteri Kehu-
tanan Raja Juli Antoni telah
meninjau calon lokasi revi-
talisasi tambak pantura di
Desa Sedari, Kecamatan
Cibuaya pada awal Januari
lalu. 

Calon lokasi tersebut
merupakan tambak-tam-
bak mangkrak yang berada
di lahan milik Kementerian
Kehutanan. 

Sementara itu, Menteri
Kehutanan Raja Juli Antoni
memastikan mendukung
penuh program revitalisasi
tambak di Pantura. 

Sinergi bersama KKP
adalah langkah mengopti-
malkan fungsi hutan untuk
program ketahanan pan-
gan. 

“Ini di sini akan ada
mangrove belt, sehingga
mangrove subur akan lebih
banyak lagi. Jadi swasem-
bada protein dapat, hutan-
nya juga terlindungi. 

Tidak ada pembabatan
hutan, melainkan memak-
simalkan fungsi hutan,”
tegas Raja Juli.  gro,agus

Revitaliasi Tambak Pantura Harus Dilengkapi Amdal

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) 
memastikan pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan,
akuntabel, dan bebas dari praktik fiktif.
Melalui sistem verifikasi ketat terhadap
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
atau dapur produksi MBG, BGN menekankan
bahwa setiap unit yang beroperasi telah 
melewati serangkaian tahapan seleksi berlapis
untuk menjamin kualitas layanan kepada
masyarakat.
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Surabaya - Menteri Per-
tanian Andi Amran Su-
laiman memimpin rapat
koordinasi bersama BUMN
Pangan guna membahas
percepatan hilirisasi ko-
moditas prioritas di sektor
perkebunan nasional. Kegi-
atan ini merupakan tindak
lanjut dari arahan Presiden
Prabowo Subianto untuk
memperkuat nilai tambah
sektor pertanian melalui
hilirisasi komoditas perke-
bunan.

“Kita ingin hilirisasi per-
kebunan agar tercipta
added value. Dalam pro-
gram hilirisasi ini, kita juga
lakukan replanting dengan
tanaman baru,” kata Amran
di Surabaya. 

Pada Rakor tersebut
Amran menyampaikan
bahwa anggaran sebesar
Rp9,95 triliun telah disiap-
kan diantaranya untuk pe-
ngadaan bibit yang akan
dibagikan secara gratis ke-
pada masyarakat. Ia mene-
gaskan bahwa program ini
tidak hanya meningkatkan
produktivitas lahan, tetapi
juga menciptakan lapangan
kerja baru.

“Ini akan menciptakan
1,6 juta tenaga kerja. Yang

menjadi motor penggerak
pendampingan di lapangan
adalah PTPN sebagai pe-
rusahaan negara. Angga-
rannya sudah cair dan kita
akan tindaklanjuti terus-
menerus,”ucap Amran.

Salah satu komoditas
yang menjadi fokus adalah
tebu. Pemerintah telah me-
ngalokasikan dana sebesar
Rp1,6 triliun untuk program
bongkar ratoon yakni pere-
majaan tanaman tebu yang
sudah tidak produktif.

“Bayangkan, hanya de-
ngan kebijakan saja dari pe-
merintah, bongkar ratoon
yang biasanya hanya 5 ribu
hektare per tahun, sekarang
sudah mencapai 17 ribu
hektare. Naik hingga 200
persen. Dan sekarang kita
tambah lagi dana, bongkar
ratoon gratis,” ujar Amran.

Dari alokasi Rp1,6 trili-
un tersebut, program bong-
kar ratoon ditargetkan men-
cakup 100 ribu hektare la-
han, dengan fokus utama di
Jawa Timur sebesar 70 ribu
hektare, mencakup 26 kabu-
paten.

Amran menyebut pro-
gram ini sebagai salah satu
bantuan pemerintah terbe-
sar di sektor perkebunan.

“Kalau bisa, 3 bulan se-
lesai. Dan ini bukan akumu-

lasi , tahun depan juga ada
lagi. Jadi, tolong sampaikan
kepada para petani, ayo
segera bongkar ratoon,
karena pemerintah sudah
mencairkan dananya,” tegas
Amran.

Amran juga menekan-
kan kebijakan baru pemer-
intah terkait Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sektor pertan-
ian, di mana batas maksimal
pinjaman subsidi sebelum-
nya telah dihapus. Kini,
petani dapat mengakses
pembiayaan KUR tanpa
batas akumulasi selama me-
menuhi persyaratan. 

“Ini menunjukkan beta-
pa besar perhatian Bapak
Presiden kepada petani, sa-
ngat luar biasa, BUMN
InsyaAllah akan bangkit ke
depan, harus bangkit secara
eksponensial. Teman-te-
man PTPN (PT Perkebunan
Nusantara) juga petarung,
tinggal ditemani bertarung,”
jelas Amran.

Lebih lanjut menjelang
puncak musim giling tebu
pada Juli-Agustus, maka pe-
merintah memperketat per-
edaran gula kristal rafinasi
(GKR). Hal ini penting un-
tuk memastikan gula yang
berasal dari tenu petani da-
pat terserap di konsumen.

Kepala Badan Pangan

Nasional (Bapanas), Arief
Prasetyo Adi mengatakan,
pihaknya telah berkoordi-
nasi dengan Satgas Pangan
Polri untuk memperketat
pengawasan terhadap pere-
daran gula rafinasi ke pasar
konsumsi dan memastikan
distribusi gula lokal terserap
dengan harga yang sesuai.

“Kami ingin memasti-
kan hasil petani gula benar-
benar terserap dengan har-
ga yang adil, sesuai Harga
Acuan Pembelian (HAP)
yaitu Rp 14.500 per kilo-
gram. Jangan sampai ada
praktik rembesan gula rafi-
nasi ke pasar yang merusak
harga di tingkat produsen,”
kata Arief ditempat terpisah.

Arief  menambahkan,
“ini momentum kita mena-
ta kembali tata niaga gula
nasional agar lebih sehat
dan mempercepat target
swasembada gula, sesuai
arahan Bapak Presiden Pra-
bowo Subianto.”

Dalam Rapat Koordi-
nasi SPHP Gula sebelumnya
yang menghadirkan berba-
gai pemangku kepentingan
lintas kementerian/lemba-
ga, asosiasi petani, pelaku
usaha, serta BUMN pangan
tersebut, terungkap adanya
kekhawatiran terjadinya
rembesan gula rafinasi. gro

Hilirisasi Perkebunan Ciptakan Added Value
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Jakarta - Upaya pemer-
intah menjaga stabilitas
pangan terus menun-
jukkan hasil positif. Data
terbaru mencatat jumlah
kabupaten/kota yang me-
ngalami penurunan harga
beras bertambah dari 132
menjadi 148 daerah, seir-
ing masifnya intervensi
Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan di berbagai
daerah. 

Kepala Badan Pangan
Nasional/National Food
Agency (NFA), Arief Pra-
setyo Adi, menyebut capa-
ian tersebut sebagai indika-
tor nyata efektivitas pe-
nyaluran beras SPHP yang
telah dilakukan melalui
berbagai kanal distribusi. 

“Artinya penyaluran
beras SPHP kita secara
umum baik dan berdam-
pak positif terhadap stabil-
itas pangan nasional. Ting-
gal kita jaga bersama dan
beri perhatian khusus pa-
da 55 kabupaten/kota yang
masih mencatat kenaikan
harga di atas satu persen,”
ujar Arief di Jakarta. Di-

rektur Ketersediaan Pa-
ngan NFA, Indra Wijayan-
to, menambahkan bahwa
realisasi distribusi beras
Bulog saat ini rata-rata
telah di atas 5.000 ton per
hari. Namun, percepatan
distribusi perlu dilakukan
agar sisa target sekitar 1,1
juta ton dapat terserap se-
penuhnya hingga akhir
tahun.

“Dengan sisa waktu
sekitar 107 hari, distribusi
harian perlu ditingkatkan
mendekati 10 ribu ton per
hari agar harga beras lebih
stabil di hampir semua
daerah,” tutur Indra da-
lam rakor inflasi di Ke-
menterian Dalam Negeri.

Lebih lanjut Indra ju-
ga mengapresiasi Instansi
dan Lembaga terkait yang
turut memperkuat pe-
nyaluran beras, khusus-
nya melalui Gerakan
Pangan Murah (GPM).
Menurutnya, peran Pe-
merintah Daerah juga
sangat krusial dalam
memperluas jangkauan
intervensi. “Jika setiap ke-
lurahan menyelenggara-
kan GPM minimal semi-

nggu sekali sesuai kebu-
tuhan warganya, realisasi
target distribusi akan lebih
mudah dicapai,” ujar Indra.

Selain intervensi beras,
pemerintah juga me-
nyalurkan stimulus ekono-
mi triwulan II berupa ban-
tuan pangan beras 10 kilo-
gram per bulan selama dua
bulan ditambah 2 liter mi-
nyak goreng merek Mi-
nyakita per bulan.  Program
ini ditujukan bagi 18,277 ju-
ta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) pada peri-

ode Oktober-November.
“Penambahan minyak
goreng dalam paket bantu-
an pangan diharapkan
menjadi pemicu stabilisasi
harga di pasar,” jelas Indra.

Sebagai bagian dari
strategi menyeluruh, NFA
juga menyiapkan program
SPHP jagung dengan alo-
kasi 52.400 ton yang akan
mulai disalurkan pada
akhir pekan ini. Penyaluran
ditujukan kepada 2.109 pe-
ternak mandiri skala mikro,
kecil, dan menengah. gro

SPHP Turunkan Harga Beras di 148 Daerah

PENERIMA MANFAAT PKH TERGRADUASI KEMBANGKAN USAHA : Sejumlah pekerja membuat keripik bawang di Desa Sememu,
Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (24/9/2025). Usaha dari penerima manfaat yang telah tergraduasi dari
Program Keluarga Harapan (PKH) itu kini mampu menyerap 18 pekerja, memasarkan produk ke sejumlah daerah di pulau
Jawa serta meraih omzet sedikitnya Rp20 juta per bulan setelah mendapat bantuan permodalan program Program
Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sejumlah Rp5 juta dari Kementerian Sosial (Kemensos). 
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